
WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR 19 TAHUN 2026 

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang

untuk mendapatkan pendidikan, Pemerintah Daerah 

perlu memberikan bantuan pendidikan kepada murid 

dari keluarga miskin atau keluarga rentan terhadap 

risiko sosial;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota

Surakarta perlu penyempurnaan untuk meningkatkan 

mutu layanan, efisiensi, dan efektivitas dalam 

penyalurannya;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023

tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota

Surakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Peraturan Walikota Nomor 1.4 Tahun 2023 

tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota

Surakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu 

diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;

Mengingat...
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota 

Surakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Surakarta.

6. Bantuan...
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6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang 

selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan 

pendidikan untuk murid dan peserta didik dari 

keluarga miskin atau keluarga rentan terhadap risiko 

sosial Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

7. Stimulan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah bentuk bantuan sosial kepada 

penerima yang diberikan untuk membayar biaya atau 

sebagian biaya di sekolah swasta.

8. Akun BPMKS adalah akun bagi penerima BPMKS yang 

digunakan sebagai identitas penerima dan akses 

layanan untuk penyaluran bantuan sosial BPMKS.

9. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana 

Kegiatan BPMKS yang dibentuk dengan Keputusan 

Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan 

verifikasi terhadap data calon penerima bantuan 

sosial BPMKS, verifikasi kebenaran keberadaan toko 

mitra sesuai yang dipersyaratkan, menyiapkan kerja 

sama toko mitra dan Bank Penyalur yang ditunjuk, 

menyiapkan data yang akan digunakan pada Aplikasi 

E-BPMKS dan melaksanakan monitoring serta 

evaluasi atas pelaksanaan pekeijaan dan/atau 

peninjauan lapangan kepada penerima bantuan dan 

Toko Mitra.

10. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan 

formal.

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan 

nonformal atau informal.

12. Transaksi Non Tunai adalah sistem transaksi untuk 

bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program 

pelayanan pendidikan melalui program BPMKS.

4

13. Pendidikan...
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13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

BPMKS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. nirlaba;

b. adil, merata dan terjangkau;

c. transparan dan akuntabel; dan

d. tepat sasaran.

Pasal 3

Sasaran penerima BPMKS yaitu Murid dan Peserta Didik 

dari keluarga mi skin dan/atau rentan terhadap risiko 

sosial yang bersekolah pada:

a. jenjang PAUD;

b. jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri 

atas:

1. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;

2. sekolah menengah pertama/madrasah

tsanawiyah; dan

3. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah 

menengah kejuruan;

c. pendidikan kesetaraan yang berusia maksimal 21 (dua 

puluh satu) tahun atau belum bekeija per 31 

Desember pada tahun anggaran beijalan.

BAB III...
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BAB III

PENERIMA DAN BESARAN

Pasal 4

(1) Penerima BPMKS:

a. Murid dan Peserta Didik dari keluarga miskin 

dan/atau keluarga rentan terhadap resiko sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang 

terdaftar dalam aplikasi database terpadu;

b. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu 

keluarga; dan

c. Murid dan Peserta Didik yang terdaftar dalam 

data pokok pendidikan.

(2) Besaran BPMKS diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan Daerah.

(3) Daftar penerima dan besaran BPMKS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota.

BAB IV 

PENDATAAN

Pasal 5

(1) Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS melakukan 

pendataan terhadap calon penerima BPMKS.

(2) Petunjuk teknis tata cara pendataan calon penerima 

BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMANFAATAN DAN MEKANISME PEMBELANJAAN

Pasal 6

(1) Pemanfaatan BPMKS terdiri dari:

a. belanja peralatan dan perlengkapan Sekolah; 

dan/atau

b. pembayaran SPP.

(2) Belanja...

hr
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(2) Belanja peralatan dan perlengkapan sekolah

sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a 

diperuntukkan bagi penerima BPMKS pada jenjang 

PAUD negeri, jenjang pendidikan dasar dan menengah 

negeri.

(3) Pembayaran SPP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

huruf b diperuntukkan bagi penerima BPMKS di 

pendidikan kesetaraan yang berusia maksimal 21 (dua 

puluh satu) tahun atau belum bekerja per 31 

Desember pada tahun anggaran berjalan

(4) Belanja peralatan dan perlengkapan sekolah

sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a dan 

pembayaran SPP sebagaimana yang di maksud pada 

ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penerima BPMKS 

pada jenjang PAUD swasta, jenjang pendidikan dasar 

dan menengah swasta.

Pasal 7

(1) Mekanisme pemanfaatan BPMKS belanja peralatan 

dan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara daring 

melalui transaksi non tunai kepada toko mitra.

(2) Mekanisme pemanfaatan BPMKS pembayaran SPP 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b 

dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening 

penerima ke rekening sekolah.

BAB VI

PENCAIRAN DAN PERTANGGU NGJAWABAN

Pasal 8

(1) Pencairan dan pemanfaatan BPMKS oleh penerima 

dilakukan secara non tunai melalui akun BPMKS.

(2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis 

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9...
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Pasal 9

(1) Kepala Dinas membuat laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan BPMKS.
(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPMKS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

bukti belanja setiap individu yang tercatat pada 

database dalam sistem aplikasi transaksi non tunai.

BAB VII 

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan BPMKS bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 

Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang 

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Berita 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 17) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan 

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 20), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

b

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 19


